
I 

2. Uodang-Undaog Nomor 17 Tahuo 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam buruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil 
Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil 
dan Pegawai Tidak Tetap Pemeriotab Kabupateo 
Sarolangun. 

I. Undang-Uodang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupatcn Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndoncsia Nomor 3903J sebagaimana tclah diubah dcngan 
Undang-Uodang Nomor 14 Tahuo 2000 tentang 
Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 
rentang Pembenrukao Kabupateo Sarolaoguo, Kabupaten 
Tebo, Kabupateo Muaro Jambi dao Kabupaten Taojuog 
Jabuog Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2000 Nomor 81, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

a. babwa · agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara 
Iebih tcrtib, cfisicn, ckonomis, cfektif, transparan dan 
bertanggung jawab, perlu mengatur ketenruan mengenai 
pcrjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan 
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak 
Tetap Pemerintah Kabupateo Sarolangun Tahun Anggaran 
2017; 

BUPATI SAROLANGUN, 

DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKJL BUPATI, 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAJ 

TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN 
TARUN ANGGARAN 2018 

PERA'T'URAN BUPATI SAROLANGUN 
NOMOR 1 TAHUN 2018 

TENTANG 

PROVINS! JAMB! 

BUPATI SAROLANGUN 

' 
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10. Perawran Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.05/2010 
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, 

9. Pe.rawran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Perawran Menteri Dalarn 
Negcri Nomor 13 Tahun '2006 tcntang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

8. Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenllmg 
Kedudukan dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah diubah terkahir dengan Perawran Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 tcntang Perubahan Alas Peraturan 
Pemeriotah Nomor 24 Tahun 2004 tcntang Kcdudukan 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bah an l..embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarnn 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembarao Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomcr 15 Tahun 2004 ,entang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawaban 
Keuangan Negara (Lembarao Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha.n 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

{,i.ur ,EAATURAN BUPATI/ 
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupatcn Sarolangun; 
2. Pemerintah Daerah adalab Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai Un&ur Penyclenggara Pcmerintahan Daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun; 
4. Wakil Bupati adalab Wakil Bupati Sarolangun; 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya 

discbut DPRD adalab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari Unsur Pimpinan 
dan Anggota DPRD Kabupatcn Sarolangun; 

6. Sekretaris Oacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Sarolangun; 

Pasal I 

BAB! 
KETENTUAN UM.UM 

PERA'IVRAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAVA 
PERJALANAN DINAS BAGJ BUPA.TI, WAKJL BUPATI, 
PIMPINA.N DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAl NEGERI SCPIL 
DAN PEGAWAl TIDAK TETAP PEMERIN'l'AH KABUPATEN 
SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2018. 

14. Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sarolangun Tabun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
Tahun 2017 Nomor 11). 

Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintab Daerah (TAPD) 
Kabupaten Sarolangun tanggal 3 Januari 2018 bertempat 
di Ruang Pola Utama Bappeda, 

MEMUl'USKAN: 

13.Peraturan Daerab Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Sarolangun (Lembaraa Daerah Tabun 2012 Nomor 7); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 
tentang Standar Biaya M.asukan Tahun Anggarao 2017; 

Pcgawai Ncgeri clan Pl,gawai Tidak Tetap sebagaimana 
telah beberapa k:aJi diubah tcrakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tencang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 97 /PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar 
Negeri Bagi Pcjabat Ncg.ua, Pcgawai Ncgcri dan Pcgawai 
Tidak Tctap; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 8741; 

(PlilNUI PF.IIATllll~'f 011rtJ1] 

Menctapkan 

Memperharikan: 
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Dinas, Inspektorat, RSUD clan UPTO di Lingkungan 
Pemerintab Kabupaten Sarolangun. 

8. Pegawai Negeri Sipil/CaJon Pegawai Negeri Sipil adalah 
Pegawai/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun; 

9. Pegawai Tidak Tetap adalah Pcgawai yang diangkat oleh 
Bupati Sarolangun dan/atau Kepala Organisasi Perangkat 
Oaerah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan 
tugas pemerintahan clan pcmba.ngunan yang bersifat 
teknis profesional dan administraai sesuai deogan 
kebutuhan dan kemampuan orgaaisasi pada Pemerintah 
Kabupaten Sarolangun dengan masa kerja sekurang 
kurangnya l (satu) tabun; 

10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar 
tempat kedudukan bagi pcrseorangan maupun secara 
bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) 
kilomelCr dari be.l3$ kol& yang dilakukan dalam wilaya.h 
Republik Indonesia untuk kepcntingan negara at.as 
pcrintab pcjabat yang berwenang; 

11. Perjalanan Oinas Luar Ncgcri adalah pcrjalanan baik 
perseorangan maupun secara bersarna dari tempat 
bertolak di dalam negeri ke tempat rujuan di luar negeri 
untuk kepentingan negara atas pcrint:ab pcjabat yang 
berwcnang; 

12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung 
terlcbih dahulu dan dibayarkan sekaligus; 

13. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 
bukti pengeluaran yang sab (at cosl); 

14. Perhitungan rampung adalah pcrhitungan biaya 
pcrjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan rill 
berdasarkan ketenruan yang berlaku; 

15. Surat Perintab Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebui 
$PPO adalah Surat Perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, 
Pimpinan dan Anggota OPRO, Pegawai Negeri Sipil, Calon 
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain 
untuk melaksanakan Perja!anan Oinas; 

16. Tempat kedudukan adalab Jokasi kantor/satuan kerja 
berada; 

17. Tempat rujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan 
pcrja!anan dines; 

18. Perjalanan Oinas Oalam Oaerah adalah Perjalanan Oioas 
yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan 
Anggota OPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri 
Sipil dan Pegawai Tidak Tctap di Lingkungan Pemerintab 
Kabupaten Sarolangun yang melaksanakao tugas dinas di 
kecamatan dalam Kabupatcn Sarolangun; 

19. Perjalanan Oinas Luar Oaerah adalah Perjalanan Oinas 
yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan 
clan Anggota OPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pcgawai 
Negeri Sipil &erta. Pegawai Tldak Tetap di lingkunga.n 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan 
rugas dinas antar Kabupaten dalam wilayah Provinsi 
Jambi dan/atau kc luar daerah Provinsi Jambi dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia. 
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Pejabat yang bcrweoaog menandatangani SPPD pada kolom 
kepulangan/kembali sebagai berikut 
a. Sekretaris Daerah, untuk Pcrjalanan Dinas yang telah 

dilaksanakao oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sckrctaris 
Daerah; 

b. Asisten, untuk Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan 
oleh Sekretaris DPRD/lnspektur/Kepala Badan/Kepala 
Dinas/Direktur RSUD/Kepala Kantor, para KepaJa Bagian 
dan Stal di lingkungan Sckrctariat Daerah; 

c. Sckrctaris DPRD, untuk perjolaoan dinas yang telah 
dilaksanakan Kerua, Wakil Ketua dao Anggota DPRD, para 
Kepala Bagian dan Staf di lingkungao Sekretariat DPRD; 

Pejabat yang berwenang menerbit.kan dan menandatangani 
SPT dan SPPD adalah: 
a. Bupati dan Wakil Bupati untuk Perjalanao Dinas yang 

dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris 
Dae rah; 

b. Sek.retaris Daerah atas oama Bupati terhadap pcrjalanao 
dinas Sek:rctaris Dacrah dan Pejabat Esclon II dan camat di 
lingkungao Pemerintah Kabupaten Sarolangun; 

c. Kerua DPRD untuk Pe.rjalanan Din.as yang dilaksanakan 
oleb Ketua, Wakil Ketua dao Anggota DPRD; 

d. Wakil Ketua DPRD uotuk Perjalanan Dinas yang 
dilaksanakan oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRD; 

e. Asisten atas nama Sek:rctaris Daerah terhadap PerjaJanan 
Dinas Pejabat Eselon a di l..ingkungan OPD, Camat apahila 
Sckretaris Daerah berbalangan, Pejabat Eselon Ill, Eselon 
IV, Pegawai Negeri Sipil dao Pegawai Tidak Tctap di 
lingkungan Sekretariat Daerah; 

f. Sckrctaris DPRD/lnspcktur/Kepala Badan/Kepala Dinas/ 
Direktur RSUD/Kepala Kantor untuk Perjalaoan Dinas 
yang dilaksanakan oleh Pegawai di lingkungan OPD yang 
bersangkutao; 

g. Sekretaris lnspektnrat/Badan/Dinas/RSUD/Kantor uotuk 
Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pegawai di 
lingkungan OPD yang bcrsanglrutan apabila 
lnspektur/KepaJa Badao/Kepala Dinas/Direktur RSUD/ 
Kepala Kantor berhalangan; 

h. Cam.at uotuk Perjalanan Dinas yang dilaksaoakan oleh 
Camat, Perangkat Kecamatan, KepaJa UPfD dan KepaJa 
Ul"l13 atau sebutao lainnya, Perangkat Kelurahan, 
Perangkat Desa untuk Perjalaoan Dinas daJam wilayah 
kerjanya; 

i, Kepala Unit Pelaksana Tcknis Dinas (UPTD) dan Kepala 
Unit Pelaksana Teknis Sadan (UPTB) untuk Perjalanan 
Dinas yang dilaksanakan oleh Pegawai di lingkungan 
UPTD/UPTB yang bersangkutan. 

Pasal 3 

Pasal 2 

BABU 
PEJABAT YANG BERWENANG 

(~I\Ul PElltJUIUW BUl'All) • 
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(5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
buruf c terdiri atas: 

(3) Uang harian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri atas: 
a. uaog makan; 
b. uang transportasi lokal; dan 
c. uaog saku yang dibayarkao secara lumpsum, 

(4) Uaog representasi scbagaimaoa dimaksud pada ayat (I) 
buruf b dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, 
Pimpinan dan Anggota DPRO serta Pejabat Eselon 11 
selama melakukan Pcrjalanan Dinas yang dibayarkan 
secara lumpsum; 

(2) Biaya Perjalanao Dinas sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(I) diberikan berdasarkao tingkat biaya perjalaoao dinas 
dengan ketencuan: 
a uang harian dibayarkan secara Jumpsum sebagairnana 

tercanrum dalam Lampiran I; 
b. uang representasi dibayarkan secara lumpsum 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; 
c. biaya penginapan dibayar sesuai dengan jumlah biaya 

riil (at rostJ dengan mempedomani Lampiran D; 
d. biaya sewa kendaraan dibayar sesuai dengan jumlah 

biaya riil (at cost) dengan mempedomani Lampiran m; 
e. biaya transportasi/tiket dibayar sesuai dengan jumlah 

biaya riil (at cost) dengan mempedomaoi Lampiran rv. 

(!) Komponen Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari: 
a. uang harian; 
b. uang rcprcscntasi; 
c. biaya penginapan; 
d. biaya sewa kendaraan; 
e. biaya u-ansponasi/tikeL 

Pasal 4 

BABIIl 
BIAVA PERJALANAN DINAS 

d. Sekretaris Badan/Dinas, unruk perjalanan dinas yang telah 
dilaksanakan oleh para Kepala Bidang dan staf di 
lingkungan OPD yang bersangkutan; 

e. Kepala SUb Bagian Tata Usaha pada Kantor untuk 
perjalanan dinas yang telah dilaksanakan oleh para Kepala 
Seksi dan star di lingkungan OPD yang bersangkutan, 

r. Sekretaris Kecamatan untuk Perjalanan Dinas yang telah 
dilaksanakan oleh Perangkat Kecamatan, Kepala UPTD dan 
KepaJa UPTB atau scbutan lainnya, Perangkat Kelurahan, 
Perangkat Desa di wilayah kerja yang bersangkutan; 

g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kepala 
Unit Pelaksana Teknis Badao (UPTB) unruk Perjalaoao 
Dinas yang telah dilaksanakan oleh pegawai di lingkungan 
UPTD/UPTB yang bersangkutan. 

(f#JIVtll PERAlll!lA!t BUrJ\11) 
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(12) Untuk Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah ke 
lbukota Negara dan Provinsi Lainnya disesuaikan dcngan 
jeois transportasi yang akan digunakan, jika 
menggunakan transportasi udara, maka dibcri.kan 
bantuan transportasi dari Sarolangun sampai ke Bandara 

KRJTERIA KONDISI JALAN JARAKTEMPUH 
Berat Kurang Baile Jauh 
Sedana Cukuo Baile CukuoDekat 
Lancar Baik Dekat 

(11) Penetapan Klasifikasi Wilayah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (10) hurufb, didasarkan pada: 

(10) Biaya Perjalanan Oinas digolongkan sebagai berikut: 
a. Biaya Perjalanan Oioas Luar Daerah ke lbukota Negara 

dan Antar Provinsi Dalam Negara Republik Indonesia, 
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke lbukota Provinsi 
dan Antar Kabupateo/Kota Dalam Provinsi Jambi, Biaya 
Perjalanan Oinas Dalam Daerah Antar Kecamatan 
Oalam Kabupaten Sarolaogun; 

b. Klasi6kasi wilayah uotuk Perjalanan Dinas Dalarn 
Daerah Antar Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun. 

Bupati, Wakil Bupati dan Pirnpinan 
OPRD; 
Anggota DPRD dan Sekretaris Oaerah; 

· Kepala Badan/Dinas/RSUO/Eselo.n II; 
PNS Golongan IV /Eselon ITT; 
PNS Golongan W/Eselon IV; 
PNS Golongan II dan I; 
Pegawai Tidak Tetap/Ormas/Lembaga 
Non Pemerintah laiooya. 

b. Golongan B 
c. Golongan C 
d. Golongan O 
e. Golongan E 
r. Golongan F 
g. Golongan G 

diperuntukkan bagi 7 (tujuh) (9) Biaya Perjalanan Dinas 
golongan yaitu: 
a. Golongan A 

(8) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar 
minyak dan pajak; 

(7) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) huruf d dapat dibcrikan kepada Bupati, Wakil Bupati, 
Pimpioan dan Anggota OPRD uotuk keperluan 
pelaksanaan tugas di tcmpat tujuan; 

(6) Oalam hal pelaksana Perjalanan Oioas tidak 
mengguoakan biaya pengioapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan 

sebesar 30% (tiga puluh persen] dari tarif hotel di kota 
ternpat rujuan; 

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dibayarkan secara lumpsum. 

a. di hotel; atau 
b. di tempat meoginap laiooya. 

It/NUT PfRATURP.Y Ollr .t,TJ 
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(5) Sedaogkan Perjalaoao Dinas yang dilaksanakan dalam 
rangka mengjkuti kegiatan bimbingao teknis atau 
pendidikao pelatihan, uotuk perjalanao mencapai daerah 
tujuan dan perjalanan kembali ke ternpat kcdudukan 
dibcrikan uang harian sedangkan selama mengikuti 
kegiatan bimbinsa,i tcknis atau pendidikan pelatihan 
diberikan uang harian diklat 

(4) Perjalaoao Dinas yang akomodasinya ditanggung oleh 
penyelenggara hanya dibayarkan uang harian dan 
bantuan transportasi; 

(3) Tata cara penghinmgan lamanya Perjalanan Dinas 
meliputi jumlah hari untuk mencapai daerah rujuan, 
jumlah hari di tempat tujuan dan jumlah hari unruk 
kembali kc tcmpat kcdudukan; 

(2) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam Provinsi Jam.bi 
atau di kabupaten dalam Proviosi Jam.bi yang sifatnya 
konsultasi dan koordinasi hanya diperkenankan maksimal 
2 (dua) hari. 

(l) Kcpada Pejabat yang berwenang memberikan perintah 
Perjala.nan Dinas harus mempertimbangkao aspek 
efektivitas dao eJisicosi pelaksanaao Pcrjalanan Dinas baik 
lamanya waktu perjalanan maupun transportasi yang 
digunakan; 

PasaJ 6 

BABV 
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

Standarisasi Biaya Perjalaoao Dinas Luar Negeri bagj Bupati, 
Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD., PEGAWAJ 
NEGERI S!PIL serta Pegawai Tidal< Tetap, sebagaimana 
tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

BABIV 
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI 

Keberangkatan dan dari Bandara Kedatangan ke tempat 
tujuan pulang pergi. 

(13) Untuk Perjalanan Dinas kc lbukot:a Negara dan Provinsi 
Lainnya bagi Oolongan F dan Golongan G, dilakukan 
unruk kepcduan mendesak dan atas persetuiuan atasan 
Jangsung. 

[1'1.l'llll PERAOIRA~ BUJ"tll) 
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(I) Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas dengan 
menyaropaikao dokumen bukti-bukti pengeluaran berupa: 
a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejaba, yang 

berwenang; 
b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat 

tujuan pelaksanaan perjalanan dinas serta dasar 
pelaksanaan perjalanan dinas seperti undangan dan 
surat panggilan, kecuali uotuk kcgiatan koordinasi dan 
konsultasi; 

c. Tiket pesawat, boarding pass, retribusi dan bukti 
pembayaran moda transportasl lainnya; 

d, Daftar pengeluaran riil; 
e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan 

dalam kota berupa kuitansi atau bukti pcmbayaran 
lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang 
bergerak di bidangjasa penycwaan kendaraan; 

I, Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; 
g. Untuk kendaraan dinas yang menggunakan BBM harus 

mclampirkan bukti pembelian BBM dari SPBU; 
h. Transportasi untuk Pcrjalanan Dinas ke dalam daerah 

yang menggunakan kendaraan dinas dibayar sesuai 
dengan bukti pembelian BBM dari SPBU. 

Pasal 8 

BABV! 
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS 

(3) Sedangkan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam 
rangka: 
a. Kcgiatan Pcogawasan dan Sapu Bersih Pungli oleh 

Inspektorat; 
b. Kegiatan Survey Usulan Program Kegiatan Prioritas dan 

Monitoring Evaluasi Kcgiatan Tahuo Berjalan oleh 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); 

c. Kcgiatan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah oleh 
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerab (BPPRD); 

d. Kegjacan Reses oleh Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD); 

e. Kcgiatan Pembalruan Nama Rupa Bumi, Pengukuran 
Batas dan Tapal Batas Desa, Sertifikat Aset Pemerintah 
Kabupaten Sarolangun oleh Bagian Pemerintahan 
Sekretariat Daerah; 
diatur lebih Janjut dengan Surat Keputusan Bupati. 

(I) Perjalanan Dinas yang dHakukan kurang dari 5 (lima) 
kilometer dari tempat batas kota tempat kedudukan, tidak 
dapar diberikan biaya perjalanan dinas; 

(2J Untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 7 ayat (l), dapat menggunakan Surat Perin tab Tugas 
dari Pejabat yang berwenang; 

Pasal 7 

{fflla!UI PERAlUR~N OUIIAII] 
• $ = 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Standar Biaya 
Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan 
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap 
Pemerintah Kabupaten Sarolangun [Berita Dacrab Kabupaten 
Sarolangun Tahun 2017 Nomor 2) besena perubahannya 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 10 

BAB VU! 
KETENnJAN PENUTUP 

(3) Biaya penginapan ajudan Bupati, Wakil Bupati, Kerua dan 
Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah dalaro rangka 
perjalanan dinas mendampingi Bupati, Wakil Bupati, 
Ketua dan Wakil Kerua DPRD serta Sekretaris Daerab 
dapat menggunakan kamar di hotel yang sama dengan 
yang diajudaninya dengan ta.rif hotel paling tinggi sesuai 
tarif hotel pejabat Essclon IV tan pa diberikan biaya taksi. 

(2) lsteri Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang 
melaksanakan dinas terkait dengan kegiatan pada 
Organisasi Pcrangkat Daerah (OPD) diberikan biaya 
perjalanan dinas yang disamakan dengan perjalanan dinas 
Golongan B. 

(I) Jstri Bupati dan Wakil Bupati yang diharuskan 
mendampingi suaminya pada suaru kegiatan diberikan 
biaya pcrjalanan dinas yang disamakan dengan perjalanan 
dinas Bupati dan Wakil Bupati, tanpa biaya penginapan 
dan biaya ta.ksi. 

Pasal 9 

BABVIl 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(4) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, 
PEGAWAI NEGERI SIPIL, caton PEGAWAI NEGERI S!PIL 
serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan 
Dinas benanggung jawab sepcnuhnya atas kerugian yang 
diderita oleh daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, 
atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya 
dengan Perjalanan Dinas. 

(3) Menyampaikan laporan lisan atau tertulis kepada atasan 
langsung mcngcnai basil Perjalanan Dinas; 

(2) Dasar pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk perintah lisan 
dari atasan langsung; 

(MINUI PtRAllili~N ltlll'AH] - 
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SERITA OAERAH KABUPATEN SAROIANGUN TAHIJN 2018 NOMOR f 

I ROZALI 

Diundangkan di Sarolangun 
pada tanggal ?, ~'""'<", 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABIJPATEN SAROLANGIJN, 

Ditetapkan di Sarolangun 
Pada tanggaJ 3 ~...,,-, 20 J 8 

t BIJPAT! SAROLANGIJN, 

~ 
CEKENORA 

"!,AS: D!TELl111'£ll::NA1!A~~YA 
~.SiN ~o r.A?t.G hi,;~ ~'«t-..lr» 

• ~SI?' •u 
0 . .. ,,. AHUA!) N.\SRI SH i 

f-110, - "') 'iffll!JJ't:~lh·;.&i 

Peraturan Bupati rm mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan, agar sctiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Dacrah Kabupaten Sarolangun. 

Pasal 11 

Sarolangun Tahun 2017 Nomor 2) beserta perubahannya 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

11·,~ur PEll111llfitN 1111;,i11 



Peqjela:san.: 
Sawan biaya uang harian ~ dina.s d.alam oegai mcru.-pa.ka.n penggantia.n biaya 
kepcrluan sebari--bari datam mcnja,Janbn pttintah ptrjalanan dinas d.i dalam negeri. 
Uang represie:nl8:!d hatlya dibttikan kepad.a Bupatz. Wa.kil B1.1~d. Anggota DPRD dan Pc;ja.be.t 
E.selon \I yang r:acla)c~ ~ dmujabirum dalam ran.pa pdak:sanaan rogaa 
clan funpi yang mdckat pads jabatan. 

.. 
NO GO.LONGAN BERAT SEDANO L.'i.NCAR 

UANO HARIA.Jf UANGHARIAN UA.NG HARIAN 
Ill ~, 13\ I<) (51 

I Coloo,tiU1 A 150.000 140.000 130.000 
2 Ooion ....... B Ro 140.000 ~ 130.000 - 120.000 
3 Ooton-- C - 130.000 ·- 120.000 ,- J JO.C)OO 
4 Oolon-- D Rn 1'20.000 l l0.000 100.000 
5 Go E 110.000 100.000 90.000 
6 Golon"an F 100.000 90.000 R- 80.000 
7 Gol,,o 0 90.000 80.000 - 70.000 

·- 

I 3 ANTAR KECAM.ATAN OALI\M KABUPA'TEN SA.R.01.ANGUN 

AMBJ 1.2. KE IBUKOTA PROVlNSI DA.Ji "-'IAR KABUPATEH/KOT'A DAL',M PROVINS! J 

NO OOLONOA.'f UA.~G UANG JUMLAH 
llARW' REPRESEffl'ASl PERHARJ 

Ill "' m ... , 151 
I Gokm A 600.000 150.000 750.000 
2 ao.,.,.,.n B S00.000 n 125.000 Vn 625.000 
3 Colon c - 450.000 100.000 Ro 550.000 
4 Colon .. ~·n O Rn 450.000 ~ . - 450.000 
5 Golon-- E - 350.000 - . Rn 350.000 
6 Oolona:nnF Rn 300.000 Rn . 300.000 
7 Oobi-t10 - 250.000 . 250.000 

. . . 
NO GO LONGAN UANG UA.'\"G JUMLAH UANG 

HARIAN REPRBSE.HTASI PER!Wtl rnKi.>.T 
'11 1'21 m .,. t61 

I Colon--- A Rn t.250.000 250.000 1.500.000 Rn 150.000 
2 Colon B 1.100.000 200.000 l.300..000 Rn 140.000 
3 Colon . c 1.000.000 150.000 t.150.000 ~ 130.000 
4 Go 0 800.000 - . Ro 800.000 Ro 120.000 
5 Golon--E - 750.000 - . Ro 750.000 Rn 110.000 
6 Golo--- F - 650.000 - . Rn 650.000 100.000 
7 G G 550.000 . 550.000 Rn 100.000 

I. S'TA.J"IDAR UANO HARIAN PERJAlANAN DtNA$ DAI.AM 1'£..G£RI DAN UANG REPRESENTASI 
I 1 KE IBUKOTA NEGARA DAl'i ANTAR PROVUiSI DA.LAM NEGARA REPUBUK INOONESIA 

LAMP!RA!< PERA'IURAH BUPAn SAROLAJ<GUN 
NOMOR T TAHUN 2018 
TANGGAL ! .lAt'VA"-l 2018 
TENT ANG 
STANOAR BIAVA PERJAlA.'lAN D!NAS B.1,(;1 BUPATl, WAKIL BUPATI, 
PIMPINA.~ O.'\N' A.lliCOOTA DPRD. PEGAWAJ NEO·ER! SlPfL OAN 
PWAWl..l TIDAK TETAP PE\.lERINTA.H 1'A6tlPATEN SAROLANGUN 
TAHU/I ANGGAIW< 2018 



Penjelasan: 
Satuan biaya tikct pesawat pcrjaJanan dina.s dala.m negeri adalab saruao biaya unruk 
pembelian til<et udara Pergi Pu.lMg {WI dari bendara kcbenngkatan auatu kota kc 
bandata keta rujuan dalam percnca.naan anggaran. Oala!n pelaksa.naan anggarao. 
satuan biaya tiket pcrja1anan dina.s dalatn ncgcri menggunakan metode at cost (sesuai 
pengduaran). 

. 
NO TUJUAN SATUAN BIAYA nxer 

BISNJS EKONOMI 
( I J 13) (4) (SI 
I. JAKARTA Rp 4,065.000 ..... 2,460,000 
2. BANDUNG Rp 5,006,000 - 2,941,000 
3. BAUKPAPAN Rp 7,733,000 Rp 4,407,000 
4. BANJARMASIN Rp 7,690,000 Rp 4, 193,000 
5. DENPASAR Rp 7,733,000 Rp 4,439,000 
6. ---:-YOGYAKARTA Rp 6,653.000 '" 3,551,000 
7. KlJPANO Rp 11,434,000 I .., 6,075,000 
8. MAKASSAR "" 9.659.000 Rp 4,952.000 
9. MAI.ANG Rp 7,091,000 Rp 3,925.000 
JO. MANAOO Rp 12,707,000 "" 6,097,000 
l I. PALANCKARAYA Rp 7,444,000 Rp 4,193,000 
12. PONTIANAK Rp 6,878,000 Rp 4,011.000 
13. SE MARA.NG Rp 6,428,000 Rp 3,476,000 
14. SOLO Rp 6,428,000 Rp 3,615,000 
15. SURABAYA RD 7.883,000 Rp 3,915,000 
17. M£0AN via JAKARTA Rp 11,317.000 Rp 6,268,000 
18. AMBON via JAKARTA RD 17,350,000 Rp 9,541,000 
19. BANDA ACEH via JAKARTA - 11,534,000 Rp 6,952,000 
20. BANDAR LA!.fPUNG via JAKARTA Rn 6.472,000 Rp 4,043,000 
21. BAT AM v;a JAKARTA Rp 8,932,000 Rp 5,348.000 
22. BENGK1JLU via JAKARTA Rp 8,429,000 Ro 5,081.000 
23. 81)\){ via JAKARTA Rp 18,130,000 Ro 9,979,000 
24. GORONTALO via JAKAR1'A Rp 11,296.000 Pn 7,284,000 
25. JAYAPURA viaJAKARrA Rp 18,633,000 Rn 10,653.000 
26. KEl'IOARI via JAKARTA Rp 11,723,000 Rp 6,642,000 
27. MAl,{UJU vu> JAKARTA Rn I 1.360,000 Rp 7,327,000 
28. MANOKWARI ._.ia JAKARTA Ro 20.291.000 Rp 13,284,000 
29. MATARAM via JAKARTA Rn 9,381,000 Rp 5,690,000 
30. MEDAN via JAKARTA Rp 11,317,000 Rp 6,268,000 
31. PADANG via JAKARTA Rp 9,595,000 Rp 5,412,000 
32. PALEMBANG via JAKARTA Ro 7,926,000 Rp 4,728,000 
33. PALU via JAKARTA Rp 13,413,000 Rp 7,573,000 
34. PANGKAL PINANG via JAKARTA Rn 7,477,000 Rp 4,599.000 
35. PEKANBARU via JAKARTA - 9.643.000 Pn 5,476,000 
36. TERNA'fE via JAKARTA Rn 14,066,000 Rp 9,124,000 
37. TlMI.KA via JAKARTA - 17,895.000 Rp 9.947,000 

IV SATUAN BIAVA TIKET PESAWAT PER..IALJ\liAN OJNAS DAI.AM NEGERJ (PPJ 

@_JA.'UT PffiATlll!A~ DIIPAJI j - 



f>eDjela~! 
Satuan bi.a.ya pcoginapa.n pcrjala.nan din.as daJam negeri mcrupakan satuan biaya yang 
digunakan untuk pengalokasian bia.ya penginapa.n SC$WU den_gan peruntukanoya. Oalam 
pelaksanaannya, mckanisme pcrt:anggun.gja:waban disesuaikan dengan bukti pengeluaren 
yang sah ( at cost ,. 

TARIF HOTEL 
P&<ABAT l'£.IABAT P&IABAT 1'£JASAT GOLONGAN 

NO PROvrnsr SATIJA/f l<EGARA/ ~'EGAR,\ BSEI.O.N ID/ ESD.ON £V/ 1/11 DAN" 
P&lABAT W.'(}1'/AJ OOLONGAN GOLONGAN PEC't.AWAJ -· ....,_, r, m TU)Ju( 

£SW:)J< u Tt..,.Al' 

(II 121 i3l l'l 15) 161 (71 18) 
L AC.Efl OH Rp ~.420.000 Rp l.625.000 Rp 1.063.000 Rp 546,000 •• 546,000 

2. SU)(ATERA UT.ARA OH Rp 4.961),000 Rp 1..518.000 Rp 1'79,000 Rp SI0,000 Rp 510,000 

3. R!AU OH Rp 3"20.000 Rp 1..500.{JOO Rp 1.085,000 Rp -450,000 Rp -tS0,000 
4. KEPULAUAN' RJAU OH Rp 4,775.000 Rp 1.625,000 Rp 813,000 Rp 638,000 Rp 638,000 
s. JAMal OH Rp •.000.000 Rp I.S00.000 Rp 92$,000 Rp 500,000 Rp 500.000 
6. SUMATERA 8,\RA1' OH .. $,236.000 .. 1.330.000 .. l,J 13.000 Rp .$20.000 Rp 520,000 ,. SOM.AT&RA Stv.T....X Oil ... ·-- Rp 1.$63>000 Rp 788.000 Rp '100,000 Rp 700,000 
s, LAMPUN"O OH .. 3,9'i0.000 Rp ·-.ooo Rp 875.000 Rp 400,000 Rp 400,000 
s, BENGh..'OW OH Rp 1.300.000 Rp C}U,000 .. 900,000 Rp 560.000 Rp 560.000 
10. BAKGKA BELmJNG OH Rp 3,.33$))00 Rp 1.688.000 ... 1.1)63.000 .. 400.000 ~ . 400,000 

II. lW<T£H OH Rp 4,763,000 .. 1.788.000 ... 1.000.000 Rp 718.000 Rp 718,000 

1::2. JAWA8ARAT OH Rp 3,70).000 Rp l.760.000 Rp 800.000 Rp 560,000 Rp 560,000 

13. OKI JAKARTA OH .. 8.720.000 .. 1;1190.000 Rp 992.000 Rp 610.000 Rp 6JO,OOO 
14. JAWATENOAH OH Rp 4.150.000 Rp 1.-430.000 Rp 949.000 Rp 450,000 Rp 450,000 

15- DI 't'OOYAKARtA. OH Rp '*,700.000 Rp 1.688.000 Rp 1.013.000 ... 788,000 Rp 788,000 

16. JAWATLMUR OH Rp 4.400.000 Rp J.311).000 Rp 1.063.000 ... 503,000 Rp 563,000 
17. HAU OH Rp 4,890.000 Rp 1,810.000 Rp 900,000 .. 910,000 Rp 910,000 
18. NUS.A TENGGARA BARAT OH .. 3,500.000 .. 1,994.000 Rp 1,000.000 Rp 580,000 .. 580.000 
, s, NUSA ttNGGARA TO.lU2 Olt .. 3.000- Rp l,313,000 ... -- .. $$Oil<)() RP $50,000 
20. hJ\UMANTA.N 0,\RAT OR Rp 2.400.000 Rp t,.$38.000 Rp 1,ll:S.000 Rp 538.000 Rp 538,000 
21. KAJJMANTAN TENGAH OR Rp 3,000.000 Rp 1,950.000 Rp 938,000 Rp 659,000 Rp 659.000 
22. KAUMM'TAN SELATAN OH Rp 1.250.000 Rp 2.,100,000 .. 904.000 Rp 540,000 Rp 540,000 
23, k'.Al.TMA.NTA.N rn.nrR OH .. 4,000,.000 Rp 2.188- Rp 1.188.000 .. 688,000 Rp 688,000 
24. KAU.MANTAN tJfARA Off .. •.000.000 Rp 2.188.000 Hp 775.000 Rp 500,000 Rp 500,000 
25. SUI.AW£Sl \ITAAA OH Rp 3Jm.OOO Rp 1,950,000 Rp 863.000 Rp SS0.000 .. 550,000 

26. COROti'TALO OH .. 1,65/J,OOO .. 1.4138.000 .. 688.000 Rp .. 79,000 Rp 479,000 
27. SU1.AWESI BARAT OH .. 1,575.000 Rp 1.288.000 Rp J.075,000 .. -.000 .. 400,000 ~. Sl./t.AWtsl S&ATAN OH Rp 4.320.000 Rp 1.550.000 .. 847,000 Rp 580,000 .. 580.000 
29. SULAWESI n!NGAH OH Rp 2,000.000 Rp 1.625,000 Rp 1,125.000 Rp 650,000 Rp 650,000 
30. SUIA'ilo'E$l1'ENGGAAA OH .. 1,850.000 .. 1:PSJXJIJ Rp 750,000 ... 563.000 Rp 563.000 
31, MALOXU OH lip 3.000.000 Rp I.288.000 Rp '140.000 ... 667.000 Rp 667 .000 
32. MALUlW UTARA OH ... 3.110.000 , .. t.520.000 Hp 750.000 Hp 480,000 Rp 480,000 
33. PAl'<JA OH Rp 2.SSO,l)OO Rp '2.088.000 Rp 950,000 Rp $$0,000 Rp $$0,000 
34, PAl'UA SARAT Off Rp 2,?S0.000 Rp 1.863.000 Rp 950,000 Rp 600,000 •• 600.000 

U. SA1'UAN BIAYA PENGINAPAN PERJAU\NAN DINA$ DAV.M NEGERI 

[tlllVIJl PERATlmA.'I DUPAll j 



Pcnjc!asan: 
Sa:ruan bia;ya scwa kenda.raan perjalanan dina.s dalatn negeri merupakan satuan biaya 
yang dlgunaJcan uotuk percnc:anaan kcbutuhan biaya sewa kendaraan rods 4 yang 
diperuntukkan bagi pejabat nepra yang mdaln>.kao perja)anan dinas dalam negen 
di tempat ntjuan yang .sifatlJ1a insidentil (tidak bersifa, te:rus menerus}. Sa™an bfa•ya 
sewa kendaraan suda.h tennasuk bahan bakar dan pcngiemudi Da1am pclaksanaannya, 
mekanisme penanggungjawab&n daesu.ailcan dengan bukti pe,igelaaran yang sah 
( at oost ). 

NO -$1 $,\1\WI ROOA4 

(I) (2) l3l f•l 
l. AC£H ... _ .. 795.000 

•• $\J'4A'f£RA \JTI\AA ... .... .. 8'o8,000 

3. RJAU ........ .. 875..,000 ,. KEPULAUAN RL\U ... _ .. 820,000 
s, JAMBI Pa-Rari .. 710,000 
0, SUMA'L'.£.AA BARAT 

... _ .. '700.000 

7. SUM.>\TEAA S£l.AtAN ... Hori Rp 875,000 
8. 1.M(P\1!10 ... ..... Rp 700.000 
9. 8£1401\'ULU ........ Rp 710.000 
10. BANGKA BELrrtlNG Pu Hari .. 927.000 
II. l3ANlffi Pa- Hsi .. 700,000 

12. JAWABARAT ....... .. 744,000 
13. OKI JAKARTA Pe-Had Rp 710,000 

l<. JAWA TWGAJ:I Pan.i .. 100.000 
15. DI YOGYAKARTA ... ,_ .. 799,000 
16. JAWATIMUR Pa- Hsi Rp 700,000 
11. BAU ... _ .. 190,000 
rs, NUSA Tf.:NGOAAA 8ARAT l"<lbri .. 790,000 
19. f'USA ttNGOARA nM'CJR 

... _ .. 800.000 
20. I.AU.MA..V\'AN BARAT ........ .. 198.000 
21. KAUMA.NTAK TF.NOAH ....... .. ~4.000 

22. KAW4AN'l'A..~ $£1.ATAN ... ..... Rp 710.000 
!23. K.\UMA,.'f[A,..'{ 1UWlt. ~l'-i .. 1.013.000 
2'. KAIAI.A.KTAN UTARA ... Hari .. 1,013,000 

25. SOLAWESI UTA.RA Pa- Rari .. 800,000 
26. GOROnA.LO ...... .... .. 740,000 

Z7. SULAWESI BAAAT ........ Rp 710,000 

zs. SUU\WESI SEI..ATAN Per Hwi .. 700,000 

29. SOl.,\ WES! TeNGAfl ........ Rp 770,QO() 

30. SU.LAWES! fl:NOOAAA ......Hari .. 170,000 
31. MALUKU ........ .. 890,000 
32. MALUKU U'tARA ... ..... .. 900.000 
33. PAPUA 

...,_ .. J.OZ.S.000 ... PAPUABAAAT Pt<Hari .. 980.000 

UJ. SATUAN BIAYA SEWA KENDARM!i PERJAU\NAN DINAS DAUM NEGERJ 

( ~L'lllff l'ERIJUll~ l?Ul't.TI] - 



NO l'/ECARA SAnJAN GO LONGAN 
COL . .\ GO!. 8 00!.C 001.D 

UI (2) 13) 14J 151 161 (71 
AMERJKA l!J'ARA 

l. Amcrika Scrikat OH s 518 $ 513 $ 440 $ 382 
2. Kanada OH $ 447 $ •oc $ 368 $ 301 

AM&RJKA SELATAN 
3. Areentlna OH $ S34 s 402 $ 351 s 349 
4. veeeeueta OR $ 557 $ 388 $ 344 $ 343 
s. Brazil OR s 436 s 341 s 291 $ 241 
6. Chlle OH s 415 s 316 s '270 s 222 
7. Columbia OH $ 436 $ 323 $ 276 s 254 
8. Pen, OH $ 459 s 347 $ 320 s 276 
9. Suriname OH $ - $ 295 $ :252 s 207 
10. Ekuador OH $ 385 $ 273 $ 2<2 s 241 

AMERIKA TENOAH 
l r. Meiuco OH s 493 s 366 s 324 $ 323 
12. Kuba OH s •06 s 305 $ 261 s 221 
13. -=· OH s 414 $ 342 s 306 $ 271 

EROPABARAT 
14, Austria OH $ soc s 453 $ 318 s 317 
15. Belgia OH $ •66 $ 419 $ 282 s 281 
16. """""""' OH $ 512 $ 464 $ 382 $ "81 
l 7. Rt-p. Fedetasi. Jttma.n OH $ 447 $ 415 $ 265 $ 285 
18. Selanda OH s 463 $ 416 s 272 $ 271 
19. - OH $ 636 s 570 s 403 $ 401 

EROPA IJTARA 
20. Oen.mark 011 $ 567 s 491 $ 343 $ 301 
21. Finland.is OH $ 453 $ - $ 354 $ 313 
22. N'Orwtgill OH $ f>21 $ 559 $ 389 $ 386 
23. S,.-..!Ja OH $ 466 $ 436 $ 342 $ 341 
24. Kcrajaan lnggria OH $ 792 $ n4 s 583 $ 582 

EROPA SELATAN 
25. Bo9;nUI HerzieW)vi.na OH $ 456 s 420 $ 334 $ 333 
26. Kroasla OH s 555 s 506 $ 406 $ 405 
27. Spanyc>l OH $ 457 $ 413 s 287 s 286 
28. Yunani OH $ 422 $ 379 $ 242 $ 241 
29. Italia OH $ 7(12 $ f>37 $ 446 $ 427 
30. Ponu_gal OH s 425 $ 382 $ 242 $ 241 
31. Serbia OH $ 417 s 375 $ 3:2<; $ 288 

£ROPA nMUR 
32. su,....,.ruo OH $ - $ 367 s 320 $ 284 
33. c.ech OH $ 618 $ 526 $ 447 $ 367 
34. HonRAl"UI OH s 485 $ 438 s 390 s 345 
35. Polanwa OH s 461 s 415 s 360 s 319 
36. R\ln:urnut OH $ 416 $ 381 s 313 $ 277 
37. Rusia. OH $ 556 s 512 $ 407 $ - 38. Slovo.lda OH $ 437 $ 394 $ 341 $ 303 
39. Ukraina OH $ 485 s 436 $ 375 $ 331 

V. $ATIJAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAH OINASWARNEGERJ 



AFR!KA BARAT 
40, NiKeria OH s 361 s 313 $ 292 $ 291 
41. &ne;gal OH s 384 $ 317 s 237 s 231 

APRJKA TIMUR 
42. Ethiopia OH s 358 s 295 s 221 $ 193 
43. Kenya OH $ 384 s 317 s 237 s 225 
44. M.adaga.lllcar OH $ 296 s 244 $ 182 s 181 
45. Tanzania OH $ 350 $ 290 s 244 $ 218 
46, ZimbEtbwc OH $ 328 $ 281 $ 248 $ 247 
47. Mo2ambic(ue. OH s - s 32Q $ 265 $ 164 

AFRJKA SELATAN 
48. llamil>ia OH s 405 s 334 s 268 $ 233 
49. Atrika Selatan OH $ 380 $ 313 $ 253 $ 251 

AFlUKA UTAAA 
so. AJjnuir OH $ 342 $ 308 $ 287 $ 286 
5L M""' OH $ 409 $ 303 $ 235 s 211 
52. Moroko OH $ 3()4 $ 2SI $ 192 $ 191 
53. Tunisia OH s 293 s 241 $ 187 $ 186 
54. SudAA OH s 342 $ = $ 210 $ 18'1 
55. Libya OH $ 308 s 254 $ 189 s 165 

ASlABARAT 
56. Merbaj_jan OH $ 498 $ 4$9 s 365 s 364 
57. Bahrain OH $ 416 $ 294 $ 228 $ 214 
58. lmk OH $ 447 s 325 $ 253 $ 231 
59. Yordani.t OH s - s 292 s 236 s 225 
60. Kuwait OH s 456 $ 325 $ 296 $ 294 
61. La De.non OH s 357 s 267 $ 207 $ 186 
62. Qatar OH s 386 $ 276 $ 215 $ 196 
63. ATab Suriah OH s 358 s 257 $ 200 $ 196 
64. Turki OH $ 456 s 364 $ 283 $ 253 
65. PsL Arab E.minn OH s 459 s 323 s 302 s 301 
66, Ya"""1 OH s 353 s 241 $ 197 $ 196 
67. Saudi A.tabta OH s 450 s 331 $ 269 $ 251 
68. K<mtlUUWl Oman OH $ 413 $ 292 $ 247 $ 2.49 

ASIATIMVR 
69. Rep. Rakyat Tiongkok OH s 378 s 238 $ 207 $ 206 
70. HonR,kon.R OH s 472 $ 320 $ 287 $ 286 
71. J-·· OH $ 519 $ 303 s 262 $ 261 
72. Kotea. Se.Iatan OH s 421 $ 326 $ 297 $ 296 
73. Korea Utara OH $ 494 $ 321 $ 300 $ 278 

ASlA SELATAN 
74. Afganistan OH s 385 $ 226 $ 173 $ 172 
75. Banldadesh 011 $ 339 s 196 s 167 $ 166 
76. India OH s 4'22 s 329 s 327 $ 325 
77. Paki,stan OH s 343 $ 203 $ 182 $ 181 
78, Snlanlw OU s 380 $ 242 $ 209 $ 199 
79. Iran OH s 421 s 312 $ 243 $ 217 



.Pt11,1e~: 
&tua.n biaya uang pcrjalanan dinas 'tu:a.r ~ mcrupalca.n ~gpntian b1aya kepettuan 
i,eha.ri·l:iarl dalam men~ pcrinta.h J)Cl)illana.n dinu di luar- oc;gcri yang dapat 
digunakan untuk uang roakan, uanspon lokal. uang salcu data: ua.ng penginapan. 

ASCA i'ENOAH 
80. U:tbclrisuln OH $ 392 $ 352 $ 287 $ 254 
81. -= OH $ 456 $ 420 $ 334 $ 333 

ASIA TENGGARA 
82, Pbilioma OH $ 412 $ 278 s 222 $ 2ZJ 
83. s· OH $ 530 $ 363 $ 279 s 276 
84. Malaysia. OH $ 394 $ 262 $ 219 $ 218 
85. Thailand OH s 392 s 275 $ 211 s 201 
86. Mvanmar OH $ 368 $ 250 s 197 $ 196 
87 . ..... OH $ 380 $ 262 $ 202 s 196 
88. Vietnam OH $ 383 $ 265 $ 204 $ 196 
89. Brunel OaruS88.lam OH $ 374 $ 256 $ 197 $ 196 
90. KamrvMa OH $ 296 $ 223 $ 197 $ 196 
91. Ti.mot' teete OH $ 392 $ 350 $ 229 $ 196 

ASIA PA.Srf1K 
"2. Au~ualia 0'1 $ 634 $ 58S $ - $ 393 
93. Sclandia 8aru OH $ 451 $ 308 $ 278 $ 276 
94. Kaledonia BalU OH $ 425 $ 387 s 276 $ 224 
95. Papua Nugi:ni OH $ S20 $ 476 $ 319 $ 259 
96. Fiji OR $ 363 $ 329 $ 221 $ 179 



NO NMIAOESA 
lnASl}1KASI WU.A l'.AH KET BERIJ """""' I.ANCAR 

I 2 3 • 5 • 
I RF.cAMATAN SAROlAN'GUN' 
I ........ - x • u•- x 
3 Bernai x • Sunpi Abllnt x 
s Tin . x • .... -· x 
7 Ou,un S;uolatJaun x • Su- x • P'ullr Si.aolangun x ,o Panu x 
II OWI\WA Kun""' .... x ,, ona Bflnl/Dusu.a Afoda x 
13 '"' x 
14 Sur.,;m . . x 
15 Uiu_n,T,;aniu x 
16 Bernas Dabro x 
II t.:ECAMATAN PEl,AWN4 
I """"'""' x 
2 RA;n1au Ten.an« x 
3 ~- x • M\Ulit&. twll'l.&u x 
s ...... x 
6 Mm,h x 
7 Batu Putib x 
8 Pt-la.....U x 
9 -""""' x 
lO LUbuk-Ub x 
II Mebr-$Ari x 
12 -- x 
13 hlawan J._,.a x •• Lubu.Jc--• x 
Ill .KECA.MATAN Sl.'i(.lJl,.VT 
I SUn&al Ctd&lr. x 
2 - x 
3 Pa$IV Su:i·- .. t x • P.lyo l.cbar x 
s Bu.kit Mar.au x • Su.kit Ti&o x 
7 Snof'Jli 0eoteor. x • - x • Simpa,:1£ Nibung x 
10 Bu.kit Lelan2 x 
II Bukit &wi Jbl."8 x 
12 ,., """ x 
13 Sendan• Sari x 
IV KECAMATAN PAUH 
I Batu Am.,.., x 
2 ~,,., - x 
3 Lubuk NaJ*! x 
• Lamben Si• .. tal x 
s &tu Ku,..;,., .. x 
6 ... """"" x 
7 .......... x 

=tl M x .... x 
10 .... x 
II Paub x 
12 S.ko- x 
13 Taman BaDduna x 
14 OEllllW S,cn:iaoi_ x 

(!11.'UT PEP ATUl'JiN BUI' ATI) 
VI. KL\SIFIKASI wtl..AYAJI 0NT0J.: PER.IAL\.'<A.."C' DIN.AS Oo\l.AM 1'ABUPATF.Ji $.,\R()IANQU?i 



i .. .,1,1r '911\l\ll!t.~ l!UrlJl l 
i.'.lASilJo1V.S WU.AYAH . 

NO l<A.l<A O£SA KET BERAT Sl'.IW<O 1N1CAR 
I 2 3 4 5 6 v KECAMATA."{ MM"Dlo\.."{OL"f 
1 Muare. Ketalo x 
2 Ourun T\to Sub x 
3 ""' x • ..........,. Tuo x 
5 GwunMudo x 
6 -- x 
1 -~ x • Outub Bani. x • BulJm" 9.v\l x 
JO Pttidunan BAr\l x 
JI Mcranci Batu x 
12 r.-oew. x 
13 ~ullinan x 
" ··-~,,; x 
JS .. Sim.pang x 

~ Gunm'l'uo x 
L.!Z.. x 

18 J~ti 8aru x •• Sun ... eaw,, x 
20 TQ.W);,« Strdaoi. x 
21 Jati &tu MudO x 
22 Mttano Ja_;a x 
23 Jcmon ....... x ,. Suk.A Mtliu x 
25 . ,.,. .. x 
26 .. . - x 
Z7 KUb!J;we x 
28 GurunBuu x 
VI KECAMA"TAN C:t::IWlN NNf OfDAlfO 
I . g1\tjuh x 
2 Tcluk R.,:id;ab x 
3 T'eluk 1'R..o x 
4 Lubuk RtsaM x 
5 Tendah x • tubuk Re-. Uir x 
7 Pttnu.acllk x 
8 Tam . x 
9 -- x ,o - x 

Vil li.'ECA.MATAN UMUN 
I T'emco~ x 
2 Tan:r--- Radm x 
3 Pulau......., x • - x 
5 -· x 
6 .,.... ·--- x 
1 .. x 
8 M:usip x • NA~ MclinwtJt x 
10 t1.d:>Wt Bcd.oron,: x 
II """'""• x 
12 Moo.ti x 
13 MUIU'Q Mttt.880 x 
M MuaraUanm x 
lS Sukad.atMI x 
16 T x 

VJD KECNL\TAH DATA.NO ASAI 
l Datuk N'.an Duo x 
2 Bukh Kalimt1U UhJ x 
3 """ ...,.,, x 
fu- x . ,.,.,. x 



i BUP;:;¥GUN. 
CEKENO~ 

, , LAB OITIUTI K'.B!NllAll~\'A 

~ ) -- 8d2LJIQ !001,G 11.-0.V,- 

.... ~ 
.---:-- j -- >•HIAO NASAi SH j 

... : . r:.ttS,*.1 . .., ... :, fffllf!. 11'r:i)I :-!.t, 

I th ..... 1,.11m111 DIJI' Ail I 
KJ..ASCFIKASI WCLAYAH 

. 
•o NAMA oes. BERAT SWA!iO W<CM -· 

I 2 3 • 5 • 6 Pulau S.WC ba:ru x 
7 Ra<knl\nom x 
8 """"" <><-. x • ...... " 10 T-Ratu x 
11 K.:isito Dir x 
l2 Lubul<- x 
13 ..., ... ' x .. ti.hl&a Mr Du.a x 
IS Sunpi &.mb111n x 
16 Mu.uni Panuat x 
17 Muani Cuban x 
18 B;ttu Em-· x 
19 Sw ·- x 
20 Sa . x ~· Bulat Sul.th x 
22 _,,ans.tu x 
23 Bukil 0enultai x 

lX KECAMATAM AIR HJTAM 
I Bukit Su.baa x 
2 J«nlh x 
3 Scmurun. x 
4 "htnaran Kabeu x 
5 Neut.wale &vu x • wbuk x 
7 "'-"""' x 
8 t..ubvk Jering x 
9 Mtt1Ul'W8k Ulu x 

x KECAMATA.K 8ATHlM VlU 
I ..... ..,, x 
2 ....,.,.,. x 
3 T .. n•un,:~ x • ....... x 
5 Pu.tau Unt.anlt x • 0u'!IU-a OiiWun x 
7 l.imbw 'faribni x 
8 ~Jayo x 
9 =- x 
10 Pu.Iau Buayo x 
11 Pu lt1u Meb:!ko x 

~ .. - x 
x 

ciu.k lrumcur x 
lS IMuara Lui x 

- 


